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MAKASSAR, FAJAR — Efisiensi anggaran
memaksa pemerintah daerah mengatur
ulang prioritas unit kerja. Pemprov Sulsel
mengatur ulang prioritas OPD.

SEBAGAIMANA Inpres
nomor 1 tahun 2025, ke-

at lagi oleh Surat Edaran
Mendagri tenggal 23 Feb-
ruari 2025 tentang efisi-
ensi APBD.

Sekretaris Provinsi Su-
lawesi Selatan Jufii Rah-

man mengatakan, setiap
OPD secara bergilir meng-
aksesdeskefisiensi. Bebe-
rapa OPD sudah selesai,
sisa menyesuaikan ter-
hadap arahan Kemenda-
gri bahwa 50 persen per-
jalanan dinas (SPPD) ter-
pangkas.

Namun, Jufri telah me-
negaskan bahwa kebijak-

Atur Ulang Prioritas OPD

Atur Ulang Prioritas OPD

an ini tidak dapat berlaku
pada semua OPD. Sebab,
ada juga unit kerja yang
efekiivitasnya ketika me-
reka turun langsung ke
lapangan. Sehingga, ti-
dak semua OPD akan di-
potong 50 persen alokasi
SPPD-nya.

Misalnya, Inspektorat
dan Dinas Lingkungan Hi-
dup.Jamencontohkandua
OPD tersebut harus lebih
banyak bekerja dilapang-
an untuk validasi peme-
riksaan dan pengecekan
penambangan pasir, mi-
salnya.

“Inspektorat itu mes-
ti turun ke lapangan. Ya
kalau pemeriksaan seca-
ra tanya jawab, bisa aja,

kalau ada orang mau ce-
rai, bisa aja lewat virtual,
tapikalauproyekmisalnya
meninjau jalan. Bisa juga
tapi setengah mati orang
bawa kamera, tunjukkan
ini pak, ini, ini. Tentu lebih
enak kalau datang,” ulas
Jufri, Selasa, 25 Februari.
Jufrijugamenyarankan
jika kebijakan pemotong-
an50persenperjalanandi-
nas tidak dapat diganggu,
maka harus ada opsi lain.
Misalnya, menetapkanbe-
Sarananggaranyangmesti
jadi saving atau simpanan
pada OPD tersebut.
Halitudilakukanagarti-
dak ada alasan bagi OPD
untuk tidak bekerja seca-
ra maksimal. Karena me-
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nurutJuffi, bagaimanapun
OPD lebih tahu apa yang
prioritas bagi mereka di-
banding TAPD. TAPDhanya
menerima hasil dari yang
telah dilaksanakan OPD.

"Tapiapapunitu, tindak-
an efisiensi itu bagus, ha-
sil efisiensi kita akan arah-
kankepadabidang-bidang
yangdiprioritaskanseperti
arahan surat edaran Men-
teri Dalam Negeri yang
baru,” ungkap Juffi.

Tim Ahli pembantu
TAPD Sulsel Prof Murtir
Jeddawi memaparkan be-
berapa penekanan yang
harus dipastikan oleh ke-
paladaerah. Misalnya, ke-
giatan yang tidak memiliki
output yang bersentuhan

dengan pelayanan publik,
masyarakat, serta kegiat-
anlainnyabersifatseremo-
nial. “Ttw harus dikurangi
sehingga surat itu mene-
kankan bahwa pengang-
garan harus memiliki ur-
gensitas,” kata Prof Murtir,
Senin, 24 Februari.
Pemerintah harus
mengalokasikan program
gangmendukungastacita
presiden. Ditingkatprovin-
si periu mendukung reali-
sasi visimisi Gubemurdan
Wagub Sulsel. Dari efisi-
ensi disusun ke kegiatan

pengoptimalan pendidik-

' an, kesehztzn, infrasruk-

fur, dan stzbilizs pangan.

"Pek Gubemur mem-
bentuk tm efisiensi un-
tuk mendampingi OPD
dan TAPD. Tim dibentuk
untuk bermitra, memberi-
kan informasi, dukungan,
konsulftasi supaya arehan
Inpres 1 i2hun 2025, dan
edaran Mendagri 23 Feb-
ruar beful-betul efektif
mendukung kegiatan na-
sional, dan mewujudkan
sulsel maju dan berkara-
kter” ulas Prof Murtir. (*)
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